BAB 11

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA (JARIMAH)

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM

DAN HUKUM POSITIF

A. Tinjauan Umum Tentang Jarimah

Pengertian Jarimah

Sebelum menjelaskan pengertian tentanignah (tindak pidana/
delik) menurut hukum Islam, terlebih dahulu akanjeldskan
bahwasanya parfaqgaha(ahli fikih) sering memakai kat@ayah untuk
jarimah didalam membahas tindakan-tindakan atalbua¢an yang
melanggar aturan-aturan Islam. Jadi kata-Jatmah danjinayah sama-
sama dipakai dalam membahas tindak pidana atawgtarb yang
melanggar aturan-aturan hukum Islam.

Dalam kamus Arab- IndonesiaMuhamad Yunus, menerangkan
jarimah berasal dari kataéi}fs" yang berarti dosa atau durhaka.

Menurut bahasa katg@rimah berasal dari katdjarama” kemudian
menjadi bentuk masdafjaramatan” yang artinya: perbuatan dosa,
perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinanigken’ , dan yang

dikenai perbuatan itu adal&mujarom ‘alaihi” .2

! Mahmud Junus<amus Arab — Indonesidakarta: Yayasan Penyelengara Penerjemah/

Pentafsir Al-Qur’an, 1973, him. 87.

2 Marsum,Figih Jinayat (Hukum Pidana Islamyogyakarta: BAG. Penerbitan FH UlI,

1991, him. 2.
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Dari keterangan ini jelaslah bahyaimah menurut arti bahasa
adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau haldwad) ylipandang
tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentardgngan keadilan,
kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

Sedangkan pengertigarimah ditinjau dari segi istilah menurut

Imam Mawardi didefinisikan sebagai berikut:

o xghaglgie (Mo e ) dae il Gl ) sl

Artinya: “Larangan-larangan syara’ yang diancam dgn hukuman

had atau ta'zir"?

Yang dimaksud dengan larangan-larangan tersebutasdia
adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang rdjlaatau dengan
meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangiag dimaksud
dengan kata-kata “Syara” dalam pengertian terseiatias ialah bahwa
suatu perbuatan akan dianggap salah jika perbyatdnatan tersebut
telah dilarang oleh syara’. Dan dengan demikiaasierbuat atau tidak
berbuat dianggap sebagai jarimah, kecuali apapdeasmengancamnya
dengan hukuman.

Jinayah menurut bahasa dapat diartikan kesalal@sg atau

kriminil.® Istilah Jinayat adalah sepadan dengan kata jarimah, yaitu

¥ Ahmad Wardi Muslich,Pengantar dan Asas Hukum Pidana Is|adakarta: Sinar
Grafika, 2004, him. 9.

4 Muhammad Abu Zahratl-Jarimah al-Uqubah fi al Figh al IslamBeirut: Dar al figr
al-Aroby, 1976, him. 26.

® Ahmad HanafiAsas-asas Hukum Pidana Isladakarta: Bulan Bintang, 1967, him. 1.

® Mahmud Junup,Cit him. 92.
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larangan-larangan syara’ yang diancam dengan hukinad atau ta’zir

hal ini dijelaskan oleh Abdul Qodir Audah, yaitu:

B sle, e o2 ad ool il Ao 3o W) Ld o)
2l spsel Jlegl s e Jadll

Artinya: “Sesungguhnya lafadz jinayat menurut istilah figllakh
perbuatan yang diharamkan oleh syara’, baik perlnattu

mengenai (merugikan) jiwa atau benda-benda ataulaim
lainnya”.’

Sayyid Sabiq mendefinisikan jinayat sebagai berikut

A ol ub S0 21 ndly o2 b S ¢l e 3 RLEL Sl L
Ul gl ekdly) ol e @3l e a8 L ey oLl

Artinya: “Yang dimaksud dengan Jinayat dalam petger syara’
adalah segala perbuatan yang dilarang oleh hukurist.
Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yaligrang
oleh syari’at dan harus dihindari karena perbuatatu
menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jakal
(intelegensi), harga diri dan harta benfla.

Sedangkan Menurut Abdul Dzamali:

Jinayat adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang
terhadap hak Allah atau larangan Allah, hak-hak usen dan hak
binatang, dimana orang yang melakukan wajib mendafz diberi
hukuman yang sesuai baik di dunia maupun di akdgagan mendapat

hukuman yang berat dari Allah SWT.

" Abdul Qadir AudahAt- Tasryi’ Al- Jinaiy Al- IslamiyJuz I, Beirut: Darul Kitab Aroby,
1996, him. 67.
8 Sayid SabigFigh SunnahJuz X, Bandung: Al Ma’arif, 1990, him. 11.

° Abdul Djamali,Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam | dan Bandung: Manadar
Maju, 1992, him. 182.



18

Dalam rumusan lain disebutkan bahjwaayah yaitu perbuatan
dosa besar atau kejahatan (pidana atau kriminartsemembunuh,
melukai seseorang atau membuat cacat anggota bsetsorang).
Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa:

1. Mengerjakan perbuatan yang dilarang
2. Meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Namun kebanyakan ulama menggunakan istilah jinayamtuk
perbuatan-perbuatan atau tindak pidana. Akan t&tmnyakan fugaha
memakai kata-kata jinayah hanya untuk perbuatag yaengenai jiwa
atau anggota badan, seperti membunuh, memukul, gogaogkan
kandungan dan sebagainya. Ada juga golongan fugmthg membatasi
pemakaian kata-kata jarimah kepada jarimattuddangisashsaja.

Pengertianjarimah juga sama dengan peristiwa pidana, atau
sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukusitifpdHanya
bedanya hukum positif membedakan antara kejahatanpelanggaran
mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan aydslam tidak
membedakannya semuanya disghtimah ataujinayat mengingat sifat
pidananya.

Suatu perbuatan juga dianggap sebggamah apabila dapat
merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau de@En-

kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggosyanskat, baik

19 SydarsonoPokok-pokok Hukum Islaniakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, him. 527.
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benda, nama baik atau perasaan-perasaannya deegambpngan-

pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipedifia

2. Dasar Hukum

Sumber atau dasar hukum Islam pada umumnya ada,eyajta
Qur'an, Sunnah (hadits), ljma’, dan Qiyas. Hukunkdma yang diambil
dari sumber-sumber tersebut wajib diikuti. Uruttaru penyebutan
menunjukan urut-urutan kedudukan dan kepentinganvigkni apabila
tidak terdapat hukum suatu peristiwa dalam Qur’aruldicari dalam
Sunnah, kalau tidak terdapat atau belum jelas halgandalam Sunnah
maka dicari melalui ljma’, dan kalau tidak terdapatam ljma’, baru
dicari dalam Qiya$?

Adapun dalam hal ini, yakni dasar hukum Islam meage
larangan melakukan tindak piadana kekerasan,ateautkekerasan
dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

Kekerasan fisik, melakukan kekerasan fisik kepa@d@apun,
dilarang Islam. Karena hal itu bertentangan dergyarsip ajaran Islam
sebagairahmatan i al ‘alamin Tujuan diturunkannya syariat Islam
adalah tercapainya kemaslahatan, dan kemaslahabaga substansi

Maqosid Asy-Syar'iyahdapat terealisasi apabila lima pokok dapat

2 Ahmad Hanafipp. cit him. 1-2.
12 Syparman Usmamjukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukuamislalam
Tata Hukum Indonesjaakarta: Gaya Media Pratama, 2002, him. 37.
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diwujudkan dan dipelihara, kelima pokok itu adatafama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta.
Penganiayaan atau pembunuhan, mendapat ancamanlddara

Islam, sebagaimana dijelaskan dalam SA&ratNisa’'ayat 93:

Zg et WR-N7LY NN 20-X SERNIOL 16) JIK 2% gm
DEMAP» S $OR X0 ScON2LORD $IDY
orO&08: ST RF-OAE  OpOcERY
N.OMOEEH R + o3 SHN\YXINeO
O€0w OORALNeO OTC€OOCEDI wed
E AP o TODY.D IR o BH-XIO R
Artinya: dan Barangsiapa yang membunuh seorang rruldengan
sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di
dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutakiny
serta menyediakan azab yang besar bagifya.

Dalam surat Al- Maidah ayat 45:

QLB &HIONH R O d=¢s XD @O
“a HAIOCGW@e S O3 e A&08.0
ILI7a AR INRICAEE R I LG @o e R
RS- te Do S @0 P2V AP M@ s NS
2D O¢ Do S @0 FE BT Do o RNB
OISR Ower @0 P DO Do o NI

AROR® > X Mas S 90 &L Q8 OWwa 6 N
DNORNG 00RO+ e IAO [ BE o BONL
JIK 2% gm) OREAA Y <OCGBsa © Mg @0 Yoo
¢e0 A Lo RNORE L£2Z000@ A w
K2 RSB & # 0 o1mi NG+ oS

CPERD $)DCORED A Do S

Artinya: dan Kami telah tetapkan terhadap merekaddlamnya (At
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mdéngan
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telingmi
dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Bgsapa
yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepask&nitha

3 Muhamad Abu ZahrdJshul Figihterj. Saeful Ma'sum, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus,
1995, him. 553-555.

4 Departemen Agamal Qur'an dan TerjemahnyaSolo: CV. Pustaka Mantig, 1997,
him. 136.
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(menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan hAlla
Maka mereka itu adalah orang-orang yang zafim

Kekerasan psikologis, suami diperintahkan agaréwrgengan
istrinya secara patut (Q&n-Nisa:19). Di antaranya bertutur kata dan
bersikap yang baik/ menyenangkan i&tri.

Larangan melakukan kekerasan seksual, Islam mekabehak
yang sama bagi suami istri untuk menikmati relaskssal secara
seimbang, yang digambarkan seperti pakaian yang lsagi lainnya.
(QS. al- Baqgarah 187). Kekerasan ekonomi, suami mempunyai
kewajiban memberi nafkah, pakaian dan tempat tinQggi istri dan
anak-anaknya. Suami tidak dibolehkan mengabaikawajkgannya
memberi nafkah dan pakaian kepada istri, sebagainsada Nabi,

“Cukup berdosa seorang yang mengabaikan orang yamgnjadi

tanggungannya’(HR Abu Daud Nasa'i dan Hakim}.

3. Macam-macam Jarimah
Secara umumjarimah sangat banyak macam dan ragamnya.
Karena dalam skripsi ini membahas tentang tindalara kekerasan,
terutama dalam lingkup rumah tangga, maka disimyaadijelaskan
klasifikasi jarimah yang berkaitan dengan temaetaug diantaranya

sebagai berikut:

' Ibid, him. 167.

'8 Sri Suhandijati Sukrilslam Menentang Kekerasan Terhadap |s¥fogyakarta: Gama
Media, 2004,, him. 89.

" Muhammad Hasbi Ash Shiddigiukum — Hukum Figh Islam Tinjauan Antar Mazhab
Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, him. 259.
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a. Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman
Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapbagii
kepada tiga bagian antara lain:

1. Jarimah Hudud
Kata hududberasal dari katf 12> — 23 — 3a) yang

artinya memberi batd§. Secara etimologishudud berarti
larangan. Sedangkan secara terminologis, hudud rtbera
hukuman yang telah ditentukan, sebagai hak Aflabengan
demikian, tidak ada kemungkinan penyelesaian seceraf
(ampunan). Pengertian ketentuan/ hak Allah ialalhwaa
hukuman tersebut tidak biasa dihapuskan baik oleh
perseorangan (yang menjadi korban jarimah), ataugeh
masyarakat yang diwakili oleh Neg&Pa.

Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap
hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum
(masyarakat), seperti untuk memelihara ketenteraman
keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman

tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat

8 Mahmud JunusQp,Cit, him. 98.

19 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidal#l-Jami’ fi Fighi An-Nisa’, Alih bahasa oleh:
Abdul Ghofar, Fikih Wanita, Jakarta: Pustaka Al-K&u, Cet. 14, 2004, him. 567.

2 Joseph SchachBengantar Hukum Islamlakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan
Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1985, him. 226
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Jarimah-jarimah hududada tujuh, yaitu: zinaes
(menuduh orang lain berbuat zina), minum minumarake

mencuri, 4=_,% (pembegalan/ perampokan, gangguan-

keamanan)yi_», dan ) (pemberontakarf
2. Jarimah gishash dan diat
Kata Qishashberasal dari kata Arabui<d ” yang
berarti memotong, atau mengikuti jajak buruannyendan arti
ini maka kata ¢{=<i ” bermakna hukum balas dengan
hukuman yang setimpal bagi perbuatan yang dilakékan
Jarimah gisash dan diatalah jarimah yang diancam
dengan hukumangishashataudiat. Baik gishash maupun diat
keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukansyketa’.
Perbedaanya dengan hukuman had adalah bahwa had
merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkstrashdan
diat adalah hak manusia (individdy. Adapun yang dimaksud
dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan olemiwthh

Syaltut adalah sebagai berikut:

2l Sayyid Sabig,Fikih SunnahlIX, Alih bahasa oleh Mohammad Nabhan Husein,
Bandung: Alma’arif, 1996, him. 13-14.

“2 A. Rahman | DoiHudud dan KewarisanJakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, him.
27.

23 Ahmad Wardi Muslichloc. cit him: 26
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Artinya: Hak manusia adalah suatu hak yang manfgatn
kembali kepada orang tertentli

Dalam hubungannya dengan hukuman gishash dan diat
maka pengertian hak manusia disini adalah bahwarhak
tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh kogian
keluarganya.

Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah gishash
dan diat itu adalah:

a). Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalarsuatéih
ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas miniatal
maksimal.

b). Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan
(individu), dalam arti bahwa korban atau keluargany
berhak memberikan pengampunan terhadap péfaku.

Jarimah gishashdan diat ini hanya ada dua macam,
yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabialahs

maka ada lima macam, diantaranya yaitu: pembunsé&agaja

(2l J3d) ), pembunuhan menyerupai sengaje) 4xd Jidl),

pembunuhan karena kesalal{apall Ji&ll ), penganiayaan

296.

24 Mahmud SyaltutAl- Islam ‘Agidah wa Syari'ahDar Al Qalam, cet. I, 1966, him.

25 Ahmad Wardi Muslichloc. cit
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sengaja( lwe cadill Gl Jle 4Uall ), dan penganiayaan

tidak sengajf o4l ¢y sale (e il cUadl) ) 20

3. Jarimah Ta'zir
Menurut istilah,ta’zir didefinisikan oleh Al-Mawardi
sebagai berikut:
el L g i al agia e caa B il

Artinya: “Ta’zir hukumnya yang bersifat pendidikan atas

perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum

ditetapkan oleh syara’®

Kaidah ini mengandung arti bahwa setiap perbuatan
maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud @suk di
dalamnya qgishash) atau kaffarah dikualifikasikarbageai
jarimah ta’'zir. Para fugaha sepakat bahwa yang kboch
dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan kemaglan
melakukan hal-hal yang dilarafy.

Yang termasuk golongan jarimah ini ialah perbuatan-
perbuatan yang diancam dengan satu atau beber&pan&ini

ta’zir. Pengertianta’zir ialah memberi pangajaran=3).

Tetapi untuk hukum pidana Islam istilah tersebutmpenyai

6 Abdul Qadir Audahop. cit him. 79.

" Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaréamis
Jakarta: Gema Insani Press, 2000, him. 428.

8 Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faiz&aidah Figh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana
Islam), Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, him. 176.



26

pengertian tersendiri. Syara’ tidak menentukan maca
macamnya hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta’ztapehanya
menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-
ringannya sampai kepada yang seberat-beratnyamO@&ini
Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukama
mana yang sesuai dengan macam jarimah ta’zir keddaan

si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman jarimatir ta
tidak mempunyai batas tertentu.

Juga jenis jarimah ta’zir tidak ditentukan banyakny
sedang pada jarimah-jarimah hudud dan qishashsdidah
ditentukan, dan memang jarimah ta'zir tidak mungkin
ditentukan jumlahnya. Syara’ hanya menentukan sabag
jarimah-jarimah ta’zir, yaitu perbuatan-perbuatarangy
selamanya akan tetap dianggap sebagai jarimahrtisepa,
menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suapan dan
sebagainya, sedang sebagian terbesar dari jaranatah
ta’zir diserahkan kepada penguasa untuk menentykann
dengan syarat harus sesuai dengan kepentingantieyzen
masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengas-nas
(ketentuan-ketentuan) Syara’ dan prinsip-prinsipnyang
umum.

Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah

ta’zir kepada para penguasa, ialah agar mereka degayatur
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masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingaiseyta
bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaam yan
mendadak.

Perbedaan antara jarimah ta’zir yang ditetapkaih ole
Syara’ dengan jarimah ta’zir yang ditetapkan olearap
penguasa, ialah kalau jarimah ta’zir yang ditetapkyara’
tetap dilarang selama-lamanya, dan tidak mungkianak
menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada wakia ayn
juga. Sedangkan jarimah ta’zir yang ditetapkan qlehguasa,
bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala
kepentingan masyarakat menghendaki demikian.

b. Ditinjau dari Segi Niat
Ditinjau dari segi niatnya, jarimah itu dapat dib&gpada

dua bagian, yaitu:

1. Jarimah Sengaj$> sl (’jfl")

Masalah sengaja dan tidak sengaja berkaitan erat
dengan niat pelaku. Menurut Muhammad Abu Zahrahgya

dimaksud dengan jarimah sengaja adalah sebagkuberi

W lge Il amzdl sy &l 1A s Sogaaall (51406
Leake C3lee LBy Lee gl Ule

Artinya: Jarimah sengaja adalah suatu jarimah yathigkukan
oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas

29 Ahmad Hanafipp. cit him. 8-9.
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kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan
tersebut dilarang dan diancam dengan hukurifan.
Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwauknt
jarimah sengaja harus dipenuhi tiga unsur:
a). Unsur kesengajaan,
b). Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya, dan
c). Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.
Apabila salah satu dari ketiga unsur ini tidak atka

perbuatan tersebut termasuk jarimah yang tidakagany

2. Jarimah Tidak Sengaj@s saill né {,5\}7\)

Pada jarimah tidak sengaja, dalam hal ini pela#takti
sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, a&tapit
perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekelirye
Kekeliruan yang dimaksud ada dua macam yaitu :

Pertama : Pembuat atau pelaku dengan sengaja
melakukan perbuatan jarimah, tetapi jarimah ini aasukali
tidak diniatkannya. Kekeliruan tersebut adakalabsmlapat
pada perbuatan itu sendiri, seperti orang yang myekan
batu karena merintangi jalannya, akan tetapi keawrudi
mengenai orang lain yang kebetulan lewat di jalamgysama.

Kekeliruan juga bisa terdapat pada dugaan pemiseaerti

%0 Muhammad Abu Zahralop. cit him. 143.
31 Ahmad Wardi Muslichpp. cit him. 22.
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tentara yang menembak seseorang yang disangkawgen,la

tetapi sebenarnya adalah penduduk biasa.

Kedua : Pembuat tidak sengaja berbuat dan jarimah
yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali. Akatapi
perbuatan yang membuat jarimah terjadi sebagai abkib
kelalaiannya atau tidak berhati-hatinya, sepertingr yang
sedang tidur jatuh dan mengenai orang Yain.

Pentingnya pembagian ini dapat dilihat dari dua seg
a). Dalam jarimah sengaja jelas menunjukan adanya

kesengajaan berbuat jarimah, sedangkan dalam farima
tidak sengaja kecenderungan untuk berbuat salaitk tid
ada. Oleh karenanya, hukuman untuk jarimah sengaja
lebih berat daripada jarimah tidak sengaja.

b). Dalam jarimah sengaja hukuman tidak bisa dijatuhkan
apabila unsur kesengajaan tidak terbukti. Sedanpkda
jarimah tidak sengaja hukuman dijatuhkan karena
kelalaian pelaku atau ketidakhati-hatiannya senreata®

c. Ditinjau dari Segi Cara Melakukannya
Ditinjau dari cara melakukannya, jarimah dapat giba
menjadi dua bagian:

1. Jarimah positif (arimah ijabiyyal)

32 Ahmad Hanafipp. cit him. 13-14.
3 Ahmad Wardi Muslichpp. cit him. 23.



30

Jarimah positif adalah jarimah yang terjadi karena
mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang, sememicuri,
zina, pemukulan dan sebagainya. Disebut jugalicta
commissionis’

2. Jarimah negatif garimah salabiyyah

Jarimah negatif adalah jarimah yang terjadi karena
tidak mengerjakan sesuatu perbuatan yang dipekiatah
seperti tidak mau menjadi saksi, tidak meneluarkakat dan
lain sebagainya. Disebut jutidelicta ommissionis™*

Dari kedua jarimah tersebut masih ada bentuk laimgy
bisa dikatakan sebagai gabungan antara jarimakifptengan
jarimah negatif, yaitu yang disebut: Jarimah pbgitngan
jalan negatif, atau disebut juga sebdafghlicta commissionis
per ommissionem commissa” Para fugaha sepakat
pendapatnya, bahwa jarimah positif bisa terjadigdenjalan
tidak berbuat (negatif) dan pembuatnya dijatuhi um&n
karenanya. Seperti menahan orang lain dan tidakridibakan
atau minum, sehingga mati karena lapar atau hawkaM
penahanan tersebut dianggap pembunuhan denganjasenga

kalau dengan tidak memberinya makan atau minum itu

3 Ahmad Hanafijoc. Cit.
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dimaksudkan untuk membunuhnya. Begitulah pendapamk-

imam Malik, Syafi'i dan Ahmad®

Unsur-unsur Jarimah

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidpahila
unsur-unsurnya telah terpenuhui. Unsur-unsur i@ gyahg umum dan
ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semumaghr sedangkan
unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masinmgdridan berbeda
antara jarimah yang satu dengan jarimah yangfain.

Said Hawwa mengemukakan bahwa unsur-unsur umunk untu
jarimah/ tindak pidana itu ada tiga macam.

a. Adanashyang melarang dan memberikan hukuman atas kejahatan
tersebut. Ini dinamakan unsur syar’i atau hukurhaeap kejahatan.
Syarat ini menghendaki, diantarany@danya nash yang dapat
diterapkan pada saat terjadinya perbuatashberlaku pada tempat
perbuatan dilakukan (khususnya di Negara Islamagh berlaku
bagi orang yang melakukan perbuatan tanpa terkelsaghimana
pun posisi dan statusnya, dan tidak ditemukan seywhg
melegalkan atau membolehkan perbuatan.

b. Melakukan perbuatan yang merupakan tindak kejahabeik
perbuatan melakukan atau meninggalkan. Ini yangbdis unsur

materi kejahatan. Unsur materiil ini memiliki pentign sebagai

**|bid, him. 14-15.
% Ahmad Wardi Muslichpp. cit him. 27-28.
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berikut. Pertama perbuatan haram yang dilaksanakan seseorang.
Perbuatan ini terkadang lahir dari sikap positif derkadang pula
lahir dari sikap negatif saja, yaitu keengganan akgétan
kewajiban. Kedua terwujudnyahasil berbahaya yang lahir dari
perilaku tersebut. Kejahatan tidak akan terwujudbdp akibatnya
yang mendatangkan bahaya belum terealisasi. Akibdah
sebenarnya yang menjadi sasaran syari'at supagk tedjadi lagi
dengan hukumanKetiga hubungan kausalitas yang harus ada
antara perbuatan dan hasil yang ditimbulkan. Sesgottidak
dihukum apabila tidak terbukti secara pasti ketéakaantara akibat
yang berbahaya dengan kegiatan yang dilakukan.

c. Pelaku kejahatan seorangkalaf dalam artian perbuatannya dapat
dipertanggungjawabkan. Ini disebut unsur etikahean®’

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada seqextwatan
untuk digolongkan sebagai jarimah. Di kalandganaha (ahli fikih)
biasanya pembicaraan tentang kedua unsur umum usur khusus

dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu-penyatjarimatt’

B. Tinjauan Umum Menurut Hukum Positif Tentang Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

1. Pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

37 Abdul Hayyie al Kattani, dkk Al Islam karangan Said Hawwalakarta: Gema Insani
Press, 2004, him. 675.
% Ahmad Hanafipp. cit him. 6.
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Untuk mengetahui pengertian tindak pidana kekeragaam
rumah tangga, terlebih dahulu akan dijelaskan mmeaigeti dari tindak
pidana” dan arti daripadakekerasan”itu sendiri.

Menurut Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuaidana
adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturemnimularangan mana
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tarteagi barang siapa
melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakdwé perbuatan
pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturannhwklarang dan
diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingatvldalarangan
ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaam k¢jadian yang
ditimbulkan oleh tindakan seseorang), sedangkamraac pidananya
ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejaidiesebut?®

Sedangkan untuk pengertidtekerasan Secara umum definisi
dari kekerasan sangat beragam, diantaranya adanyamgatakan bahwa
suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagarks#n, jika tindakan
itu membahayakan keselamatan orang lain (korbam) ditakukan
secara sengaja untuk mencelakakan kotfb&ecara yuridis, melakukan
kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsantidau berdaya
lagi (lemah). Melakukan kekerasan itu sendiri diart sebagai

mempergunakan tenaga atas kekuatan jasmani setzeaah, misalnya

% Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidandakarta: PT Rineka Cipta, Cet 6, 2000, him. 54.
40 La Jamaa dan Hadidjahlukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam
Rumah TanggaSurabaya: PT Bina llmu, 2008, him. 53.
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memukul dengan tangan, atau dengan senjata, mergendan
sebagainy&®

Dengan demikian yang dinamakan “Tindak Pidana Kasdaar
Dalam Rumah Tangga” adalah setiap perbuatan benugakukan
kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan sklaaa penelantaran
rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan teghamtang dalam

lingkup rumah tangga/fde Pasal 5 UU PKDRTY?

2. Dasar hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
Perkembangan dewasa ini menunjukan bahwa tinda&r&sén
secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaranahurtangga pada
kenyataanya terjadi sehingga dibutuhkan perangkaturh yang
memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumahatangg
Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok reaizin
tersubordinasi, khususnya perempuan menjadi saryperlukan
sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan,ntarldekerasan
dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut wukperl karena
undang-undang yang ada belum memadai dan tidakisesi dengan
perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena ituerldkan
pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalamalriangga secara

tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupunaecaum di dalam

41 J. E. SahetapyKejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan InterdisipliBurabaya:
Sinar Wijaya, 1983, him. 13.

“2 Guse PrayudiBerbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Ruffahgga
Yogyakarta: Merkid Press, 2008, him. 21.
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur meape
penganiayaan dan kesusilaan serta penelantararg grang perlu
diberikan nafkah dan kehidupan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya tdiben
Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalaralRTangga,
yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang diaecara
komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi lblarpihak kepada
korban, serta sekaligus memberikan pendidikan @syararan kepada
masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekexdasam rumah
tangga merupakan kejahatan martabat kemanusiaan.

Undang-undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tamjga
terkait erat dengan beberapa peraturan perundah@pagan lain yang
sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Kitab Undamiang Hukum
Pidana serta perubahannya, Undang-Undang Nomor MinT4981
tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,adgeundang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undangxamddomor 7
Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenghdarsan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dan dogeUndang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini, selain mengatur ihwal pencegatian
perlindungan serta pemulihan terhadap korban ke&ardalam rumah
tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasag temadi dalam

rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana pangeda dengan
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tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kidaldang-undang
Hukum Pidana. Selain itu, Undang-undang ini jugangagur ihwal
kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatkerja sosial,
relawan pendamping, atau pembimbing rohani untulinohengi korban
agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadgpettingan rumah
tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuharkefakunan rumah

tangga®

3. Macam-macam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
Keberadaan beberapa bentuk kekerasan dalam rumglata
secara yuridis telah ditetapkan daldmdang-undang R.l. Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruraagga
Dalam Pasal 5 disebutkan, bahwa:
“ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalamah
tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tanggatersgan
cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikisekekasan seksual;
atau d. penelantaran rumah tangtfa”.
Berdasarkan Pasal Bndang-undang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tanggayentuk - bentuk/ macam — macam kekerasan

dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kelerasikis atau

43 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumabgaivgyakarta: Pustaka
Pelajar, 2007, him. 26-30.
**1bid, him. 5.
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psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran hrutaagga atau
kekerasan ekononff.Adapun bentuk kekerasan tersebut yaitu :

Pertama Bentuk kekerasan fisik dapat diklasifikasikan asal
tiga tingkatan, yakni:

a. Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan bergiertse
menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan
pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuataryaag
dapat mengakibatkan: (a) cedera berat; (b) tidakmpoa
menjalankan tugas sehari-hari; (c) pingsan; (d)allerat pada
tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkizu gang
menimbulkan bahaya mati; (e) kehilangan salah pahca indra;
() mendapat cacat; (g) menderita sakit lumpuh;ténanggunya
daya pikir selama 4 minggu lebih; (i) gugurnya ataatinya
kandungan seorang perempuan; dan (j) kematian korba

b. Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambakgdorong,
dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan: (a) aedegan; (b)
rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalatedari berat.

c. Melakukan repitisi (pengulangan) kekerasan fisikgain dapat
dimasukan ke dalam jenis kekerasan b&rat.

Klasifikasi bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam almtangga di
atas adalah menggabungkan dua jenis kategori tipidéna dalam

KUHP, vyakni tindak pidana pembunuhan dan tindak apa

> La Jamaa dan Hadidjabp. cit him. 70.
“ | BH APIK Jakarta,“Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangg@fakalah),
http: / / www.lbh.apik.or.id / kdrt.bentuk.htm. @mnbil tgl 30 Oktober 2009).
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penganiayaan berat. Karena tujuan atau niat pelalkum tindak pidana

tersebut tidak semata-mata untuk melukai tubuh ataaghilangkan

nyawa korban tetapi lebih pada kehendak pelakukuntengontrol
korban agar tetap dalam posisi subordinat (kontddekerasan
domestik)*’

Kedua: Kekerasan psikis. Bentuk kekerasan psikis ini dapat
diklasifikasikan dalam dua tingkatan, yakni:

a. Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengemdatanipulasi,
eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghirdedam
bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosidgkan dan atau
ucapan yang merendahkan atau menghina; pengurité&erasan
dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan eksngang
masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaakispbierat
berupa salah satu atau beberapa: (1) gangguanati@urgangguan
makan atau ketergantungan obat atau disfungsi aleliang salah
satu atau kesemuanya berat dan atau menahun;n@jyuwmn stress
pasca trauma; (3) gangguan fungsi tubuh berat rfsegs-tiba
lumpuh atau buta tanpa indikasi medis); (4) deplesiat atau
destruksi diri; (5) gangguan jiwa dalam bentuk rjaya kontak
dengan realitas seperti skizofrenia dan atau begpgikotik lainnya;

dan (6) bunuh diri.

4" La Jamaa dan Hadidjaloc. Cit.
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b. Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengeardatnanipulasi,
eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghirdedam
bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sas@ékian dan atau
ucapan yang merendahkan atau menghina; pengunéitemaman
kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masiagjngnya
bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, lzersgdah satu
atau beberapa hal: (1) ketakutan dan perasaarotei{2) rasa tidak
berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnyadmpuan untuk
bertindak; (3) gangguan tidur atau gangguan makaun gangguan
disfungsi seksual; (4) gangguan fungsi tubuh ringaisalnya, sakit
kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi m#jsjobia atau
depresi temporef

Dengan demikian untuk pembuktian kekerasan psikisush
didasarkan pada dua aspek secara terintegrasindhkan yang diambil
pelaku; (2) implikasi psikologis yang dialami korbaDiperlukan
keterangan psikologis atau psikiatris yang tidgk seenyatakan kondisi
psikologis korban tetapi juga uraian penyebabiiiya.

Ketiga: Kekerasan seksual. Dari segi tingkatannya, bentuk
kekerasan seksual terbagi tiga yakni:

a. Kekerasan seksual berat, berupa: (1) peleceharuaekiengan
kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ ssdksuencium

secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yargnrohulkan

“8LBH APIK Jakarta" Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangdgg’cit.
49 La Jamaa dan Hadidjabp. cit.him. 76.
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rasa muak/ jijik, terteror, terhina dan merasa wmhiladikan; (2)

pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan katbarpada
saat korban tidak menghendaki; (3) pemaksaan hausgksual
dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atayakitkan; (4)

pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain uojuln

pelacuran dan atau tujuan tertentu; (5) terjadimylaungan seksual
dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantunganakoyang

seharusnya dilindungi; (6) tindakan seksual derigekerasan fisik
dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkar) kséda, atau

cedera.

b. Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan se&scala verbal
seperti komentar verbal, gurauan porno, siularkagjelan julukan
dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wgghkan tubuh
atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhaglsual yang
tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan damu abenghina
korban.

c. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapaasukan ke
dalam jenis kekerasan seksual bétat.

Istilah ‘pemaksaan hubungan seksual’ di sini beenj untuk
menghindari penafsiran, bahwa ‘pemaksaan hubungksual’ hanya
dalam bentuk pemaksaan fisik semata (seperti hadaiya unsur

penolakan secara verbal atau tindakan), tetapi k&saa juga bisa

¥ LBH APIK Jakarta, “Bentuk-bentuk Kekerasan Dalaomfah Tangga,” dalatoc. Cit.
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terjadi dalam tataran psikis (seperti dibawah taekasehingga tidak bisa

melakukan penolakan dalam bentuk apapun). Sehipggdéuktiannya

tidak dibatasi hanya pada bukti-bukti bersifatkfibielaka, tetapi bisa
juga dibuktikan melalui kondisi psikis yang dialakoirban>*

Keempat Bentuk kekerasan ekonomi terbagi menjadi dua
tingkatan, yaitu:

a. Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksplqitasnipulasi
dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: @haksa
korban bekerja dengan cara eksploitatif termasukcpean; (b)
melarang korban bekerja tetapi menelantarkannyamg@ngambil
tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korleaampas dan
atau memanipulasi harta benda korban.

b. Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaggaupengaja
yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdsgcara
ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarfya.

Jadi, esensi kekerasan ekonomi adalah tindakaakiamd di
mana akses korban secara ekonomi dihalangi deragankorban tidak
boleh bekerja tetapi ditelantarkan, kekayaan kodieranfaatkan tanpa
seizin korban, atau korban dieksploitasi untuk nagadkan keuntungan
materi. Dalam kekerasan ini, ekonomi digunakan gabsarana untuk

mengendalikan korbat.

*l La Jamaa dan Hadidjabp. cit him. 80.
2| BH APIK Jakarta, “Bentuk-bentuk Kekerasan Dalaomfah Tangga,” dalafoc. cit.
%3 La Jamaa dan Hadidjalog. cit.
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5.  Unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
adalah undang-undang yang mengatur permasalahaifikspgecara
khusus, sehingga memuat unsur-unsur lex spécidhsur-unsur lex
special tersebut terdiri dari :

a. Unsur korektif terhadap pelaku. Undang-Undang KDRé&ngatur
alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya memgatdana
penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dagrgm intervensi
yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksind agar
pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.

b. Unsur preventif terhadap masyarakat. Keberadaaratgptindang
KDRT ditujukan untuk mencegah tindak kekerasangyterjadi
pada lingkup rumah tangga, karena selama ini rmasdDRT
dianggap masalah privat sehingga kekerasan yangaditeidak
mudah di intervensi.

c. Unsur Protektif terhadap korban. Undang-Undang KDRdmuat
pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadapbak
kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan stikne
khususnya terhadap pihak-pihak yang tersubordiieesiompok

rentan)®®

* Lex Special adalah undang-undang yang bersifasugiumengesampingkan yang
bersifat umum, lihat Sudarsono, Kamus Hukum, Jak&ineka Cipta, 1992, him. 249
* http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm. @nbil tgl 27 Oktober 2009).
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Lebih jauh lagi Maggi Humm menjelaskan bahwa bgteeiaal

di bawah ini dapat dikategorikan sebagai unsur atdikasi kekerasan

terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu:

a.

Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal mafipikn baik
berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman gadan
Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karemer@ampuan.
Di sini terlihat pengabaian dan sikap merendahkaremppuan
sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindiaikerasan
terhadap perempuan.

Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, ngEsan
kebebasan, dan lain-lain

Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisiaupun
psikologis perempuan

Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkargduarga atau

rumah tangga®

*% http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=12. (Didngh 27 Oktober 2009).




